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INTISARI

Judul penelitian hukum ini adalah Sinkronisasi Dan Harmonisasi
Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam
Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji sinkronisasi dan
harmonisasi peraturan perundang-undangan terhadap peran serta masyarakat
dalam pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan
kepentingan umum supaya layak dan adil.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
hukum normatif yang bertitik fokus pada pengaturan mengenai peran serta
masyarakat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pendekatan
hukum yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan,
pendekatan sejarah hukum dan pendekatan politik hukum. Metode analisis
yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menerapkan lima
tugas ilmu hukum dogmatik yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi
hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai
hukum positif.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum belum sinkron dan harmonis. Pengaturan
mengenai peran serta masyarakat pemegang hak atas tanah dalam kedua
peraturan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang diharapkan
masyarakat dan prinsip kelayakan dalam pemberian ganti kerugian.

Kata-kata kunci : sinkronisasi, harmonisasi, peraturan perundang-

undangan, pengadaan tanah, kepentingan umum,
peran serta masyarakat, ganti rugi.
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ABSTRACT

The title of legal research is Synchronization and Harmonization of
Regulation Legislation Against Public Participation In Provision of
Compensation for Land Acquisition for Public Interest. This legal
research aims to identify and assess the synchronization and
harmonization of legislation on public participation in the provision of
compensation for land acquisition for the construction of public interest
so that a decent and fair.

The method used in this study is a normative legal research methods
which focus on setting about the public participation in the provision of
land for public interest. The legal approach is the approach of legislation,
the historical approach and the political approach. The analytical method
used is the method of qualitative analysis by applying the five tasks
dogmatic jurisprudence is positive law description, systematization of
positive law, positive law analysis, interpretation of positive law and
positive law judge.

Act No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development for the
Public Interest and the Presidential Decree Number 71 Year 2012 on
Land Procurement for Development Maintenance For the Public Interest
has not been in sync and harmony. Arrangements regarding the role of the
community rights over land in the second rule did not meet the expected
public sense of justice and the principle of awarding qualifications in
losses .

Keywords : synchronization, harmonization, legislation, land

acquisition, public interests, public participation,
compensation.
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KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis ingin menghaturkan limpah puji dan syukur ke hadirat
Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak dan rahmat serta tuntunan-Nya maka
penulis dapat menyelesaikan tesis ini, dengan judul Sinkronisasi Dan Harmonisasi
Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam
Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
Berbagai masalah hukum yang terjadi di Indonesia dewasa ini menimbulkan berbagai
pertanyaan. Pertanyaan yang sering kali dikumandangkan adalah apakah yang salah
di negeri ini? Apakah sistem hukumnya? Apakah aparat penegak hukumnya?
Ataukah kesadaran hukum masyarakatnya ?.

Menurut penulis, Indonesia sebagai negara yang dominan menganut sistem
hukum positif yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, tentu memiliki kewajiban
membentuk suatu sub sistem hukum berupa peraturan perundang-undangan yang
dapat mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Jika sistem hukum
yang dibentuk adalah baik dan jelas untuk diterapkan, maka harapannya aparat
penegak hukum juga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan jelas. Kesadaran
hukum masyarakat memang tidak mudah untuk dibangun, namun jika sistem hukum
dan aparat penegak hukum memiliki keselarasan maka perjuangan untuk
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan lebih mudah. Untuk mencapai
keselarasan dalam kehidupan bernegara maka perlu dimulai dari adanya sinkronisasi

dan harmonisasi hukum positif sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia.
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